
  

 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

PERATURAN  WALIKOTA YOGYAKARTA 

 

NOMOR 56 TAHUN  2017 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, 

pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017, untuk  

melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi 

pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, 

maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2017; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

859); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

 

 

 

 



  

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017; 

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); 

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2017; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  

 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  KOTA 

YOGYAKARTA TAHUN 2017. 

 

 

 

BAB I  

KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat  RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program 

Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD 

adalah  dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) 

tahun. 

3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan 

kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 

program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 



  

 

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

8. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2017. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan 

perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

2017. 

 

 

BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 3 

 

 

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun 

karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan 

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatana prioritas daerah; 

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan 

darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Perubahan RKPD memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, 

rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang 

bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat.  

(2) Penjabaran Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  4 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

     

 

 Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal 31 Juli 2017 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd 

 

 

HARYADI SUYUTI 

 

 

 

diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 31 Juli 2017  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
 

ttd 

 

 

                       TITIK SULASTRI 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 56  


